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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
 Tuberkulosis (TB) masih mejadi masalah kesehatan utama tiap tahun di 
dunia dan menjadi penyebab utama kedua kematian dari penyakit infeksi 
setelah Human Immunodeficiency Virus (HIV). Pada tahun 2014 diperkirakan 9 
juta kasus baru dan 1,5 juta meninggal akibat penyakit TB, 360.000 penderita 
TB yang meninggal juga terinfeksi HIV. Tingginya angka penderita dan 
kematian yang disebabkan oleh TB, maka sejak tahun 1993 WHO menyatakan 
TB sebagai kedaruratan global kesehatan masyarakat dan terus dikembangkan 
program untuk menanggulanginya (WHO, 2014). 
 Pada tahun 2014 World Health Organization (WHO) mencatat bahwa 
Indonesia berada di peringkat ketiga jumlah penderita TB di dunia setelah 
India dan China dengan jumlah penderita sekitar 680.000 atau 272 per 100.000 
penduduk dan berada diperingkat kelima setelah India, Cina, Nigeria dan 
Pakistan dalam penemuan kasus baru TB dengan jumlah 460.000 per tahun 
atau 183 per 100.000 penduduk dan angka kematian 64.000 atau 25 per 100.00 
penduduk (WHO, 2014). 
 Pada tahun 2014 angka penemuan kasus baru TB yang tercatat di 
Provinsi Jawa Tengah adalah 36.759 kasus, atau 114 per 100.000 penduduk. 
Dengan angka penemuan kasus baru tertinggi yaitu Kota Magelang dengan 847 
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per 100.000 penduduk dan yang terendah yaitu Kabupaten Magelang dengan 
38 per 100.000 penduduk. Di Surakarta angka penemuan kasus baru TB yang 
tercatat pada tahun 2013 yaitu 2.851 kasus atau 155 per 100.000 penduduk dan 
meningkat pada tahun 2014 yaitu 5.290 kasus baru yang tercatat atau 277 per 
100.000 penduduk (Dinkes Prov Jateng, 2014).  
 Indonesia masih termasuk negara dengan jumlah penderita TB tinggi 
walaupun sudah cukup berhasil dalam pelaksanaan program Direct Observed 
Treatment Short course (DOTS). Hal ini dikarenakan masih rendahnya 
cakupan penemuan kasus dan pengobatan TB paru di Indonesia 
mengindikasikan masih banyak penderita TB yang belum ditemukan sehingga 
terjadi keterlambatan dalam diagnosis. Padahal diagnosis dini kasus TB baru 
dan pemberian terapi yang tepat dan cepat merupakan kunci program 
pengendalian TB, jika penderita TB dapat ditemukan secara dini dan diobati 
hingga sembuh maka angka penderita TB akan dapat diturunkan dan ini 
merupakan salah satu cara untuk memutus rantai penularan, sehingga penyakit 
TB paru tidak lagi menjadi masalah di Indonesia. Program DOTS di Indonesia 
masih tergantung cara pencarian pasif yang menyebabkan pasien terlambat 
dalam mengunjungi fasilitas DOTS yang menyebabkan keterlambatan 
diagnosis TB dan masih menjadi masalah bagi negara – negara dengan 
penderita TB dalam melaksanakan program Pengendalian penyakit TB (Lock 
et al., 2011 ; Sujoko et al., 2011 ; TBCTA, 2014).  
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 Penelitian tentang waktu keterlambatan diagnosis telah dilakukan di 
beberapa negara risiko tinggi TB di antaranya India, Ghana dan Zimbabwe 
menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian tahun 2014 di India menunjukkan 
bahwa median keterlambatan pasien 18,4 hari, median keterlambatan sarana 
kesehatan 31,0 hari dan median total keterlambatan diagnosis 55,3 hari. 
Penelitian tahun 2015 di Ghana menunjukkan bahwa median keterlambatan 
pasien 59 hari, median keterlambatan sarana kesehatan 45 hari dan median 
total keterlambatan diagnosis 104 hari. Penelitian tahun 2015 di Zimbabwe 
menunjukkan bahwa median keterlambatan pasien 28 hari, median 
keterlambatan sarana kesehatan 8 hari dan median total keterlambatan 
diagnosis 36 hari. Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
keterlambatan pasien sangat mempengaruhi total keterlambatan diagnosis 
(Osei et al., 2015; Sreeramareddy et al., 2014; Takarinda et al., 2015). 
 Berdasarkan penelitian Reviono (2008) tentang keterlambatan diagnosis 
di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan jumlah sampel 72 kasus TB dengan 
median total keterlambatan diagnosis 35 hari, median waktu keterlambatan 
pasien 21 hari dan median waktu keterlambatan fasilitas layanan kesehatan 
14,5 hari. Dari hasil penelitian Reviono dkk tersebut proporsi keterlambatan 
masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari persentase keterlambatan pasien 
adalah 50 %, keterlambatan fasilitas kesehatan 50 %, dan total keterlambatan 
diagnosis TB adalah 55, 61%. Pada penelitian tersebut menggunakan cutt off 
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point median waktu yang digunakan oleh subjek penelitian untuk menetukan 
keterlambatan. 
 Kegagalan diagnosis secara dini salah satunya disebabkan keterlambatan 
pasien atau fasilitas kesehatan menyebabkan meningkatkan keparahan 
penyakit, timbulnya komplikasi, meningkatkan angka kematian dan penularan 
bakteri Mycobacterium Tuberculosis kepada keluarga dan orang-orang di 
sekitarnya. Secara umum keterlambatan pasien lebih berpotensi 
memperpanjang terjadinya keterlambatan diagnosis dibandingkan 
keterlambatan fasilitas kesehatan (Lubega et al., 2015). 
 Keterlambatan diagnosis TB yang dilaporkan negara-negara dengan 
jumlah penderita TB tinggi disebabkan keterlambatan diagnosis oleh sistem 
kesehatan, tetapi juga disebabkan oleh pasien sendiri karena buruknya perilaku 
pencarian layanan kesehatan (Health Seeking Behaviour) pasien pada beberapa 
negara yang menyebabkan penderita terlambat datang ke fasilitas kesehatan 
sehingga menyebabkan keterlambatan pasien (Kristiono et al., 2013 ; Natesan 
et al., 2015).  
 Menurut Notoadmojo (2010) bahwa apabila seseorang merasakan sakit 
maka perilaku dan usaha yang timbul untuk mencari kesembuhan penyakitnya 
berbeda-beda, inilah yang dinamakan perilaku mencari layanan kesehatan 
(Health Seeking Behaviour). Perbedaan perilakunya yaitu : tidak 
bertindak/kegiatan apa-apa (no action), tindakan mengobati sendiri (self 
treatment), mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan tradisional 
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(traditional remedy), mencari pengobatan dengan membeli obat-obat ke 
warung obat (chemist shop) dan mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas 
pengobatan modern. 
 Survei yang dilakukan kepada penderita gejala batuk lebih dari 2 minggu, 
menunjukkan bahwa 11 % suspek TB yang diwawancara belum pernah 
mencari pengobatan. Dari Suspek TB yang telah berobat, mencari pengobatan 
ke fasilitas -fasilitas pengobatan modern menjadi perilaku pencarian layanan 
kesehatan terbanyak dengan  46 % dan masih ada 43 % yang mencari 
pengobatan alternatif ke apotik, pengobatan tradisional dan toko obat (Ahmad, 
2009). 
 Analisis perilaku pencarian layanan kesehatan (Health Seeking 
Behaviour) diperlukan oleh program pengendalian TB nasional untuk 
menjelaskan penyebab pasien tidak terjangkau oleh program DOTS dan 
memberikan informasi kepada fasilitas kesehatan tentang penyebaran infeksi 
Mycobacterium Tuberculosis ke masyarakat. Penelitian perilaku pencarian 
layanan kesehatan (Health Seeking Behaviour) dan keterlambatan diagnosis 
sangat diperlukan pemerintah untuk memantau program dan untuk membuat 
kebijakan baru (Sreeramareddy et al., 2014 : WHO, 2014). 
 Dari uraian tersebut peneliti ingin meneliti gambaran perilaku pencarian 
layanan kesehatan penderita TB dan hubunganya dengan keterlambatan pasien 
dalam diagnosis TB paru di BBKPM Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan pertanyaan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran pola perilaku pencarian layanan kesehatan pada 
penderita TB paru ? 
2. Adakah hubungan antara perilaku pencarian layanan kesehatan dengan 
keterlambatan pasien dalam diagnosis TB paru di BBKPM Surakarta ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menggambarkan pola perilaku pencarian layanan kesehatan pada 
penderita TB paru. 
2. Untuk mengetahui hubungan perilaku pencarian layanan kesehatan dengan 
keterlambatan pasien dalam diagnosis TB paru di BBKPM Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pola 
perilaku pencarian layanan kesehatan penderita TB paru. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi adanya 
hubungan antara perilaku pencarian layanan kesehatan dengan 
keterlambatan pasien dalam diagnosis TB paru di BBKPM Surakarta. 
2. Manfaat aplikatif 
a. Bagi tenaga kesehatan  
Penelitian ini sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelayanan dan 
sebagai acuan dalam mengambil tindakan untuk menurunkan angka 
keterlambatan pasien dalam diagnosis TB paru. 
b. Bagi penyusun kebijakan 
Penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dan evaluasi dalam 
perencanaan program, khususnya dalam tindakan promotif dan 
preventif TB. 
c. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan salah satu faktor 
keterlambatan diagnosis TB dan sebagai acuan peneliti selanjutnya 
untuk meneliti penyebab keterlambatan diagnosis TB yang lainya. 
